
 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No.115, 2018 KEMEN-KP. Renstra Tahun 2015-2019. 

Pencabutan.  
 

PERATURAN 

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 63/PERMEN-KP/2017 

TENTANG 

RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  

TAHUN 2015-2019 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a.  bahwa untuk meningkatkan keberhasilan pelaksanaan 

pembangunan kelautan dan perikanan sebagaimana 

tercantum dalam rencana strategis Kementerian 

Kelautan dan Perikanan Tahun 2015-2019, telah 

diundangkan Peraturan Menteri Kelautan dan 

Perikanan Nomor 25/PERMEN-KP/2015 tentang 

Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan 

Perikanan Tahun 2015-2019 sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan 

Perikanan Nomor 45/PERMEN-KP/2015 tentang 

Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan 

Perikanan Nomor 25/PERMEN-KP/2015 tentang 

Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan 

Perikanan Tahun 2015-2019; 

  b.  bahwa Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan 

Nomor 25/PERMEN-KP/2015 tentang Rencana 

Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 

2015-2019 sebagaimana telah diubah dengan 
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Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 

45/PERMEN-KP/2015 perlu dilakukan penyesuaian 

dengan kondisi saat ini; 

  c.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 

menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan 

Perikanan tentang Rencana Strategis Kementerian 

Kelautan dan Perikanan Tahun 2015-2019; 

 

Mengingat : 1.  Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor  4421); 

  2.  Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang 

Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8); 

  3.  Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden 

Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas 

Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5); 

  4.  Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 

PER.25/MEN/2012 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian 

Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2013 Nomor 1) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan 

Perikanan Nomor 49/PERMEN-KP/2017 tentang 

Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan 

Perikanan Nomor PER.25/MEN/2012 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di 

Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan 

www.peraturan.go.id



2018, No.115 
-3- 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 

1521); 

  5.  Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 

45/PERMEN-KP/2016 tentang Pedoman Umum Tata 

Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Kelautan 

dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 1889); 

  

 

 

 

 

6.  Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 

6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata 

Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220); 

                  MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN 

TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN 

KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2015-2019.  

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan 

Tahun 2015-2019 yang selanjutnya disebut Renstra KKP 

adalah dokumen perencanaan Kementerian Kelautan dan 

Perikanan untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak 

tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. 

2. Rencana Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, 

yang selanjutnya disebut Renja KKP adalah dokumen 

perencanaan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk 

periode 1 (satu) tahun. 

3. Kementerian adalah Kementerian Kelautan dan 

Perikanan. 

4. Menteri adalah Menteri Kelautan dan Perikanan. 

 

Pasal 2 

(1) Renstra KKP merupakan pedoman bagi setiap unit kerja 

di lingkungan Kementerian dalam penyusunan program 

pembangunan kelautan dan perikanan. 
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(2) Renstra KKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 

 

Pasal 3 

Ruang lingkup Renstra KKP sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 2 meliputi: 

a. pendahuluan, yang berisi latar belakang, kondisi umum, 

potensi, permasalahan dan lingkungan strategis; 

b. visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis; 

c. arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, dan kerangka 

kelembagaan; 

d. target kinerja dan kerangka pendanaan; dan 

e. penutup. 

 

Pasal 4 

Renstra KKP sebagai pedoman bagi unit kerja di lingkungan 

Kementerian terdiri dari kerangka regulasi dan kerangka 

pendanaan, tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Menteri ini. 

 

Pasal 5 

Renstra KKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 

dituangkan dalam Renja KKP yang ditetapkan oleh Menteri. 

 

Pasal 6 

Menteri melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan 

Renstra KKP yang dituangkan dalam Renja KKP. 

 

Pasal 7 

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan 

Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 25/PERMEN-

KP/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan 

dan Perikanan Tahun 2015-2019 (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 1328) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan 
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Nomor 45/PERMEN-KP/2015 tentang Perubahan atas 

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 

25/PERMEN-KP/2015 tentang Rencana Strategis 

Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2015-2019 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 84), 

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

 

Pasal 8 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 
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